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Bergantung
padaUtang

JAKARTA - Pembangunan
sejumlah sektor diIndonesia masih
bergantung pada utang. Sepertinya
negeriiniakan kesulitan untuk
membangunkalau tidak adautang.

Selain dariutang, kebutuhan modal
untuk pembangunan bergantung pada
kredit perbankan. Namun perbankan
memiliki keterbatasan likuiditas dalam
menyalurkankreditnya.

. Perbankan hanya mampu memberi-
kankredit maksimal 35%atauRp4.000
triliun daritotal produk domestikbruto
(PDB) Indonesia yang mencapai
Rp11.000 triliun. Jadi sudah pasti kre-
dit perbankan Indonesia tidak cukup.

2o

: Seputar Indonesia

(SBSN). Lalu Rp1.194,67 triliun
berde-nominasi valas dengan
pembagian Rp970,73 triliun SUN
danRp223,94 tri-liunSBSN.
Komposisi pinjaman terbagi men-
jadi Rp9,94 triliun pinjaman dalam ne-
geridan Rp805,72 triliun pinjamanluar

luar negeri. Pembangunan yang

dicanangkan pemerintah tidak mungkin
semuanya dibiayai dari APBN. Apalagi
bila pungutan pajak tidak mencapai

Kondisiiniberbedad n

lain yang perbankannya mampu me-
nyalurkan kredit untuk pembangunan
dalam negeri menyamai kebutuhan
PDB-nya.

Diketahui, posisi utang Indonesia
per akhir Mei 2020 berada di-angka
Rp5.258,57 triliun. Nilai ini naik dari
posisi akhir April 2020 yang berkisar
Rp5.172,48 triliun. Rasio utang per
akhir Mei 2020 naik di angka 32,09%
dari PDB dari bulan sebelumnya di
angka31,78%dari PDB.

Adapun komposisi utang pada Mei
2020 terdiri atas Rp4.442,90 triliun
Surat Berharga Negara (SBN) dan
Rp815,66 triliun dari pinjaman. Jika
diperinci ada SBN senilai Rp3.248,23
dalambentuknilai tukar domestikyang
terbagi menjadi Rp2.650,69 triliun Su-
rat Utang Negara (SUN) dan Rp597,54

triliun Surat Berharga Syariah Negara

target.
negeri. Pinj luarnegeripun terdiri
atas Rp316,68 triliun bilateral,

Rp446,69 triliun multilateral, dan
Rp42,35 triliun daribankkomersial.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
menyoroti melonjaknya utang peme-
rintahyangmeningkatmenjadi30,23%
terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) selama tahun lalu. Adapun nilai
tersebutlebih tinggi bila dibandingkan
dengan 2018 yang hanya mencapai
29,81%dari PDB.

“Selain itu posisi utang pemerintah
terhadap PDB pada 2019 mencapai
30,23% ataumeningkat jika dibanding-
kan dengan posisi akhir tahun 2018
yang sebesar 29,81%,” ujar Ketua BPK
Agung Firman Sampurna saat me-
nyampaikan LKPP 2019 pada rapat pa-
ripurna DPR RIkemarin. "

Diamemerincinilai pokok utang pe-
merintah pada2019mencapaiRp4.786
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triliun.
Perinciannya dari
jumlah tersebut sebanyak 58% meru-
pakanutangluar negerisenilaiRp2.783
triliun. “Selebihnya 42% utang dalam
negerisenilaiRp2.002triliun,"jelasnya.
Selain itu BPK menyoroti realisasi
defisit anggaran 2019 yang sebesar
2,2% terhadap PDB. Angka ini me-
lampaui target dalam UU APBN 2019
yangsebesar1,84%.
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Diamer

ganrasioutang
tersebut terjadi defisit mencapai
Rp348,65 triliun. Sementara itu
realisasi pembiayaan tahunlalu sebesar
Rp402,05 triliun atau 115,31% dari
nilai defisitnya sehingga terdapat Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Nov
2019

sebesar Rp53,39 triliun.

“Realisasi pembiayaan ter-
sebut terutama diperoleh dari
pembiayaan utang  sebesar
Rp437,54 triliun. Artinya peng-
adaan utang tahun 2019 melebihi
kebutuhan pembiayaan untuk menu-

tupdefisit,” tandas dia.

(dalam USD miliar)

bel ind Kalau

terjadi penurunan minat membeli
utang valas bisa terjadi capital outflow
besar-besaran. “Ini kan situasinya ada
quantitative easing The Fed yang mem-
buatinvestor berburusuratutangdine-
garaberkembang, Jika terjadi tapering
off, apa dananya tidak outflow ? Apa

Dalam sebuah k an Menteri

?Ituyangperludipikirkan

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meng-
akui bahwa utang masih akan menjadi
penopang APBN pada 2020. Walaupun
begitutidaksepenuhnyautangitumen-
jadi pembiayaanutama.

Menkeu mengungkapkan pengelo-
laandan pemanfaatan sumber pembia-
yaan utang pemerintah dilakukan dalam
rangka untuk mendukung program-
program pembangunan untuk menjadi-
kan Indonesia lebih maju dan demi per-
baikankesejal !

Ekonom Indef Bhima Yudhistira
menuturkan, ketergantungan utang
luar negeri punya dampak negatif bagi
perekonomian. Pertama, pinjaman da-
lam bentuk valas akan menyedot supl ai
dolardidalamnegeri.

“Artinya pemerintah harus menye-
diakan pembayaran bunga utang dan
cicilanpokokdenganstokvalasyangbesar.
Wajar jika kurs rupiah menjadi mudah
melemnahdalamjangka panjang,”katanya
saatdihubungidiJakartakemarin.

Kedua, pembiayaan utang luar ne-
geri yang cukup dominan membuat
rasio debt to service meningkat. “Kalau
utangnya valas ya harus dicari sumber
valas. Padahalditengahsituasipandemi
kinerja ekspor dan devisa pariwisata
sedang melemah. Implikasinya risiko
kemampuan bayar utang makin besar,”
katanya.

Ketiga, arus utang luar negeri me-
nimbulkan risiko portofolio. Investor

pemerintahdan B," beber dia.

Pandangan berbeda dikemukakan
Direktur Riset Core Indonesia Piter
Abdullah. Menurutnya, utangpemerin-
tah tidakbisa dipisahkan darikebijak
APBN yang merupakan produk peme-
rintah dan DPR. “Kenaikan utang pe-
merintah adalah konsekuensi dari de-
fisit ABNM yang ditetapkan bersama
oleh pemerintah dan DPR,” kata Piter
saat dihubungikemarin,

Disisilain defisit APBN terjadikare-
na terbatasnya pajak yang dibayarkan
masyarakat. Disisi lain belanja peme-
rintah finggiuntukproyek-proyekpem-
bangunan, begitu pula faktor besarnya
subsididan lain-lain.

“Kalau kita memang tidak meng-
inginkan utang pemerintah terus ber-
tambah, pilihannya adalah kita disiplin
membayar pajak. Kita juga tidak men-
dorong pemerintah melakukan pem-
bangunan yang melebihi kemampuan
pemerintah. Hilangkan subsidi, hilang-
kan bantuan sosial dan sebagainya,”
ujardia.

Menurut dia, tidak banyak negara
yang terus-menerus mempertanyakan
posisi utang pemerintahnya, Semen-
taraitu sesungguhnya utang Pemerin-
tahIndonesiamasihjauhdibawahbatas
yangdianggap tidakaman.
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